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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Pada bab terakhir ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari apa 
yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya sekaligus untuk mengakhiri 
pembahasan di dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Pengelolaan tanah wakaf menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 
2004 danEnakmen Wakaf (Negeri Selangor) Tahun 2015 bisa dilihat: 
  a. Pengelolaan tanah wakaf: 
1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004: Dilaksanakan berdasarkan 
syari’at Islam dan produktif. 
2) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) Tahun 2015: Dilaksanakan 
menurut hukum syarak dan terletak di bawah Majlis Agama Islam 
Negeri (MAIN). 
 b. Lembaga pengelola tanah wakaf: 
1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004: Nazhir dan Badan Wakaf 
Indonesia (BWI). 
2) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) Tahun 2015: Majlis Agama 
Islam Negeri (MAIN). 
c. Pendaftaran tanah wakaf: 
1) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004: Dilakukan oleh Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah ditandatangani Akta 
Ikrar Wakaf (AIW). 
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2) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) Tahun 2015: Mengikut prosedur 
yang ditetapkan oleh Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56). 
d. Ketentuan pidana: 
1) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004: Mereka yang melakukan 
perubahan atas tanah wakaf. 
2) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) Tahun 2015: Mereka yang 
menceroboh tanpa kebenaran Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). 
2. Persamaan dan perbedaan Pengelolaan tanah wakaf menurut Undang - 
Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 
Tahun 2015 bisa dilihat:  
 a. Persamaan:  
  1) Pengelolaan tanah wakaf yang sah menurut syari’at Islam. 
2) Sanksi pidana denda dan pidana penjara. 
b. Perbedaan:  
  1) Pengelolaan tanah wakaf yang produktif. 
  2) Lembaga yang mengelola tanah wakaf. 
  3) Pendaftaran tanah wakaf. 
 
